
PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.

1. staf ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. staf ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat

3. staf ahli bidang Politik, hukum dan Aparatur

Keterangan  : SUBBAG SOSIAL: Subbag Tatalaksana: Sub bag Penyiapan Materi
GARIS KOMANDO fasilitasi dan koordinasi SUBBAG LAYANAN standarisasi SarPras, pakaian dinas- Penyiapan dan WALIKOTA AMBON,
GARIS KOORDINASI pemberian hibah dan PNGADAAN BARANGJASA sistem dan prosedur penggandaan bahan

SUBBAG DOKUMENTASI DAN UMUM: bantuan sosial - Pelayanan pengadaan barang/ Budaya kerja materi rapat 
 Pengundangan Per-UU-an jasa kantor standarisasi : - materi kebijakan
autentifikasi - penyusunan rencana - Naskah dinas - penyiapan sambutan/ Pidato RICHARD LOUHENAPESSY
penyiapan bahan  pelaksanaan inventarisasi, informasi dan dokumentasi hukum pemilihan penyedia barang/jasa - Sarana Prasarana - dokumentasi pidato pimpinan, kebijakan

pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi hukum - melakukan analisa dan - Pakaian Dinas - pelaksanaan monev dan pelaporan

ASISTEN

PEMERINTAHAN ADMINISTRASI UMUM

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS KOTA
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ADVOKASI HUKUM DAN HAM

SUB BAGIAN POLITIK DALAM 

NEGERI , PENANGANAN 

KONFLIK SERTA 
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SECARA ELEKTRONIK
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TANGGA
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SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 



Umum (Tata usaha bagian: Perencanaan, keuangan, penetapan dokumen - Sistem dan Prosedur Hubungan Pimpinan:

kepegawaian, rumah tangga dan tata usaha bagian) pengadaan mencakup,satndarisai thdp: Komunikasi antar pimpinan Internal & eksternal

SUBBAG PERUU-AN subag. Otonomi daerah : - penyIapan Bahan pengumuman organisasi Juru Bicara

- penyiapan bahan - menyiapkan bahan fasilitasi, dan koordinasi barang/jasa di webside tata kerja Produksi spanduk:  masuk ke Kominfo

pengkoordinasian, serta pembinaan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah dan papan pengumuman resmi sarana / peralatan kerja kartu ucapan : Natal, Lebaran, dll

harmonisadi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan untuk masyarakat serta Prasarana kerja (ruang kerja) Distribusi Koran ke SKPD: Kominfo

sinkronisasi penyusunan tugas pembantuan. menyampaikan ke LPSE untuk manusianya (pakaiannya dan atributnya)

- penyusunan laporan Penyelenggaraan diumumkan dalam portal 

perUU-an Pemerintahan daerah (LPPD) pengadaan nasional

,(Perda, Perkada, Kep.Kada) - pengumpulan dan pengolahan Subbag Protokol :

Peraturan Bersama Kada) hasil evaluasi PPD, pengolahan data dan - - penyiapan dan fasilitasi

- penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, koordinasi kegiatan

pengkoordinasian, sosialisasi dan desiminasi hasil Evaluasi PPD keprotokolan pimpinan

harmonisadi dan peningkatan kapasitas daerah, dan Monev - penyiapan dan pengaturan 

sinkronisasi perumusan acara keprotokolan pimpinan

Kebijakan daerah, berupa: SUBBAG KERJASAMA - penyiapan dan fasilitasi 

- Nota kesepahaman - Penyiapan bahan fasiliitasi dan koordinasi, serta penerimaaan tamu dan

- perjanjian Kerjasama pembinaan Bidang Forkopimda, Kerjasama, Pemilihan umum kunjungan pimpinan 

- Surat Edaran (fasilitasi Pemilu, dukngan Pemilu) - Ajudan (fungsi protokol)

- penyiapan bahan pendapat - Fasilitasi pemilihan Kepala Desa - Pengkawalan perjalanan pimpinan

hukum dan konsultasi

terhadap kebijakan SUBBAG ADM. KEWILYAHAN: SUBBAG PENGHUBUNG

kepala daerah. - menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta - Penunjang Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan

pembinaan bidang administrasi dan perangkat dengan pemerintah Pusat

kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, - : melayani pimpinan thdp acara, tamu,dll

pembentukan, pengahapusan, perubahan nama Daerah, pengelolaan fasilitas operasional pimpinan berupa mobil pimpinan,

dan kecamatan serta pemindahan, perubahan nama pemeliharaan mobil dan fasilitas kantor penghubung dll

Ibu Kota Wilayah/ Daerah dan Kecamatan pembentukan,

penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamatan

- Batas daerah, meliputi:

- Penamaan rupa bumi, dan data kwilayahan SUBBAG PERLENGKAPAN UMUM

- penetapan perbatasan kecamatan, melengkapi :

- pengkoordinasian penyelesaian atribut organisasi

perselisihann pemerintahan sarana  kantor

- fasilitasi kecamatan sarana  kerja

- Topomini atribut pegawai

- pelaksanaan tugas tampung Tantra a. menyediakan papan nama kantor

SUBBAG ADVOKASI HUKUM b. menyediakan bendera dan lambang kantor

- Penyiapan legitasi dan advokasi hukum c. menyediakan meja dan kursi kantor

- penyelesaian sengketa hukum d. menyediakan pesawat telepon

menyangkut perkara dalam e. menyedikan fasilitas kamar mandi dan toilet

hubungan kedinasan f. menyedikan komputer, printer, lemari 

- memberikan perlindungan g. meyediakan gambar Burung garuda, gambar presiden,

dan bantuan hukum      wakil Presiden, Walikota dan wakil walikota

untuk perkara kedinasan h. papan nama jabatan (digantung ditiap ruangan )

- penyiapan bahan dan j. menyediakan kendaraan dinas (mobil, motor) 

perumusan kebijakan k. menyediakan surat-surat kendaraan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dialokasikan pada masing2 SKPD (pasal 6 ayat (3), UU.no.28 Tahun 2009)

pencegahan sengketa hukum l. menyediakan kendaraaan dinas pegawai dan pejabat



- fasilitasi dan penyelesaian m. menyediakan pakaian dinas pegawai dan pejabat

sengketa2 hukum n. menyediakan atribut pegawai (nametag, simbol daerah, simbol perangkat daerah,dll)

- penyiapan bahan penyusunan

dan penylesaian sengketa

dalam hubungan kedinasan





k. menyediakan surat-surat kendaraan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dialokasikan pada masing2 SKPD (pasal 6 ayat (3), UU.no.28 Tahun 2009)




